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ABSTRAK 

 

Ignatius Wahyu Eko Prabowo, S330809006. 2014. PENERAPAN KETENTUAN 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  DALAM PEMBERANTASAN TINDAK 

PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Tesis : Program Magister Ilmu Hukum 

Universitas Sebelas Maret. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang bagaimana 

penggunaan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan pencucian uang dapat digunakan 

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 

penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) karena dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan peneliti memaknai 

sebagai suatu system yang tertutup. Dalam penelitian ini penulis menggunakan djenis data 

sekunder yang berupa bahan-bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak 

langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah 

dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. 

Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-

undangan, bahan hukum sekunder yang berupa literatur, buku, internet, laporan penelitian dan 

lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan bahan hukum tersier 

yang berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka penulis 

menarik kesimpulan yaitu, kesatu Wewenang KPK dalam menangani tindak pidana korupsi 

dengan menggunakan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang tidak tertulis secara eksplisit 

dalam UU KPK dan UU TPPU. Akan tetapi, KPK menggunakan Pasal 74 dan Pasal 75 UU. 

Nomor 8 Tahun 2010 serta Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi 

bahwa pengadilan tindak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak 

pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana 

korupsi dan tindak pidana lain yang ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Kewenangan 

KPK ini berakibat kepada tindak pidana pencucian uang itu sendiri yang mempunyai asas 

kriminalitas ganda. Hal inilah yang menjadikan dasar penggabungan tindak pidana korupsi 

(pidana asal/predicate crime) dan tindak pencucian uang. Penggabungan ini menjadikan 

pelacakan hasil uang korupsi menjadi sangat efektif dengan menggunakan prinsip follow the 

money sekaligus follow the suspect. Kedua, Model pemberantasan korupsi di masa sekarang 

menggunakan sistem penggabungan antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang haruslah 

mengutamakan kerja sama antarlembaga penegak hukum terutama KPK, PPATK, dan 

Kejaksaan. Kerja sama dilakukan karena kewenangan KPK dalam menuntut tindak pidana 

korupsi masih belum secara eksplisit ada di dalam UU TPPU, tetapi Kejaksaan yang 

sebenarnya bewenang. Adapun model pemberantasan korupsi dengan menggunakan tindak 

pidana pencucian uang di masa mendatang, selain tetap mempertahankan penggabungan, juga 

harus terus memakai pendekatan follow the money, mengutamakan pengembalian aset, dan 

kerja sama antara KPK, PPATK, dan Kejaksaan secara jelas dalam undang-undang. 

Kata kunci : Korupsi, Pencucian Uang, Pemberantasan 
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ABSTRACT 

 

Ignatius Wahyu Eko Prabowo, S330809006. 2014. PROVISION USE OF MONEY 

LAUNDERING CRIME IN THE CORRUPTION ERADICATION IN INDONESIA. 

THESIS : MASTER OF LAWS PROGRAM SEBELAS MARET UNIVERSITY. 

This study aims to identify and examine how the use of provisions of money laundering 

laws can be used in corruption eradication. 

This legal research uses statutory approach because the researcher interprets as a closed 

system by applying it. In this study the researcher uses library materials such as the descriptions 

which acquired through literature sudy, documentary materials, scientific literature and other 

written sources that are closely related to the problems studied as secondary data. Sources of 

data used include primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials 

in the form of literature, books, internet, research report, and everything related to the problems 

studied, and tertiary legal materials in the form of legal materials. an explanation of the primary 

and secondary 

Based on the research and discussion that has been done, the resercher draws 

conclusions; First, Corruption Eradication Commission’s or Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) authority in dealing with corruption using the provisions of money laundering is not 

explicitly written in Corruption Eradication Commission’s law and the Anti Money Laundering 

Lawor Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang(UU TPPU). However, KPK uses 

Article 74 and Article 75 of Law Number 8 of 2010 and Article 6 of Law Number 46 of 2009 

about corruption that the court is not authorized to investigate, hear, and decide cases of 

corruption and other criminal acts defined as criminal acts of corruption. That KPK’s authority 

has consequences to the money laundering itself which possesses double criminality principle. 

That makes the basic integration of corruption (predicate crime) and money laundering. This 

integration makes the tracking of corruption money so effective because the use of follow the 

money principle and follow the suspect principle. Second, corruption eradication model in the 

present that using an integration system between corruption and money laundering has to 

prioritize the cooperation between law enforcement agencies, especially KPK, PPATK (Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/Indonesian Financial Transaction Reports and 

Analysis Center/INTRAC), and Attorney. Cooperation should be held because KPK’s 

authority in prosecuting corruption still does not exist yet explicitly in UU TPPU, but the 

authority is had by the Attorney. The eradication model of corruption that using money 

laundering in the future must continue taking an approach of follow the money besides 

retaining its cooperation, prioritize the return on assets and evident cooperation between KPK, 

PPATK, and Attorney based on the law. 

Keywords: Corruption, Money Laundering, Eradication 
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